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'_PERATURAN DAERAH- KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

; NOMOR 1 TAHUN 1994 |
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L . TENTANG !
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® " .| POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH . o
S © KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN - -
(- TAHUN 1994/1995 ~ 1998/1999 :
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN : -
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Menimbang.::.a.ibahwa- ‘dalam rangka memberikén "Jandasan % dan 

5pedoman . bagi pe)aksanaah Pembangunan Daerah

b ‘Kabupaten -Daerah'. Tingkat Ii' Pacitan yang'
,merupakan bagian 1ntegra1 dan menyatu diri dengan
. L _4 ) Pembangunan Nasional, maka per"lu menetapkan Po‘la'
| LDasar Pembangunan Daerah yang sekaligus merupakan
jpengabaran dari Garis Garis Besar Haluan Negaraf
‘berdasarkan Ketetapan MPR- RI Nomor | II/MPR/1993'
_ o dan Po1a Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah
_f - | : :' ' Tingkat I Jawa timur Tahun 1994/1995 - 1998/1999
‘ o R A o i
?.;



Mengingat

o gt

' !

- g

. bahwa pelaksanaan PELITA V telah memberikan ﬁasil

. e - i
yang positif dan telah mampu menjadikan keadaan.
. . s : }

_cukup _mantap, oleh karena itu: untuk - membeﬁikan

'keje1asan arah dan pedoman pé1aksénaan-
f - ' ' - i
pembangunan daerah sebagai usaha untuk
o L - , | - i
meningkatkan keserasian dan - keselarasan

bembangunan'-daerah'dengan pembangqnan' nasional

~maka = perlu adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah
_ o '

Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun
- ' | ; _

_ 3994/1995 - 1998/1999 yang ditQahgkan dalam suatu

- Peraturan Daerah.

L)
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T T

. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974,_teﬁtang Porok—

Pokok Pemerintahan di Daerah ; i
Undang-Undang: Nomor - 12 tahun - 1950, tentang

4

_ Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten dalam

LingkUngan_Propinsi Jawa Timur; .

[ —

H

3. Undang - Undang MNomor 5 tahun 1960, . tentang
Peraturan Dasar~Rokok_— Pokok Agraria; %
: _ _ | . o 2
. Undang-Undang Nomor 4 tahun = 1982, - tentang

fidup :

Undang-Undang. Nomor 5 tahun . 1990, tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Penge1o1aan__Lingkubgan

= ——

i

V . . : ' N . ¥
Konservasi sumber daya alam hayati ' dan
ekosistemnya " ;
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8.

9.

10.

11,

12.

.iUndang*Undang INomor' 24 - . tahun 1992, te

‘Penataan Ruang ;

;Ketentuan Perlindungan Hutan';-

tang

PO SR

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang

A —p—

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instan31 Vertika1 d1 Daerah ;"
i | e
Peraturan Pemer1ntah Nomor 51 tahun 1993 tentang

Ana1isis Mengena1 Dampak Lingkungan :

L}
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Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomoq 27
] Lo

~ tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Parencanaan -

Pembangunan Daerah”;

N e

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun
- ' ] ; .

1974, tenﬁang_Bentuk_Peraturan Daerah ; §V
R . -t - - {

Peraturan Menteri ' Dalam Negéri Nomor 9 tahun
: . : o £

© 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan jdan -

13.

' Tingkat IT

14,

}

Eengenda1ian,Pembangunan di Daerah - £

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun

1980, tentang Pedoman Organisési dan Tata Kérja

Badan' Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I

+

~dan Badan  _Perencanaan Pembangunanu Daerah

L

Peraturan Menter1 Da1am Neger1 Nomor 5 tahun 1993

¥
tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan

|
-+

Daerah,

1-
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15. Peraturan Daerah Prooinsi Daerah Tingkat I Jawa

;Timur Nomor 3 tahun 1993 tentang Pola Dasar

: ) +
Pembangunan Daerah Propinsi Daerah'Tingkat I!Jawa

Timur Tahun 1994/1995 - 1998/1998 ; !

i .
¥

Dengan persetujuan' Dewan Perwakilan Rékyat'ﬁDaerah -Kabupaten

Daerah Tingkat II Pacitan,

_ Meﬁetapkan :

"denéan

a. GBHN, adalah Garis-Garis Besar Ha1uan Negara yang

: i

MEMUTUSKAN IR ?

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
B : .- )

' TENTANG POLA . DASAR ' PEMBANGUNAN DAERAH ' 'KABUPATEN

DAERAH . TINGKAT II -PACITAN TAHUN, 1994/1995 -

- —

1398/1999.

Pasal 1 -

L e A ey

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud“
' {

f
§
i,

i
ditetapkan : da1am E Ketetapan o Mage]is
Permusyawaratan Rakyat repub]ik Indonesia Nomor :

II/MPR/1993 ;

b. Daerah, ~ adalah Kabupaten Daerah Tingkat
Pacitan;
. c; Pemerintah Daerah, ada]ah Pemerintah Kabup ten_

Daerah T1ngkat II Pacitan :
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L -
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: .
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d.ﬁKepa]a :Daerah, 'ada1ah_ Bupaﬁif'Képa1a Qaerah
'gTingkat II Pacitan ; T f

e.%DPRD, ada]ah -Dewan Perwakilan. Rakyat Daera

“Kabupaten Daerah Tingkat II Pagjtéﬁ';  %_ |
f.EInstansi _ Verﬁ%ka], j.ada]éh Pefgngkat idari
:Departemen atéu Leﬁbaga-PemerintéH nohIDepar;emen
-yang mempuny ai '11hgkungan,_kerja. di ' wiaayah
: Kabupaten bééréh‘Tingkat-II Paéjtan: o ? o
g.EPb]a”Daséf Pembahguhén_Daefah,'éqa]éhub§1a ;aSar
iPembéngunan .Dagrah Kabupateh Daerahj'fingka;ﬁ.Ii
EPaéitan tahun 1994/1995 - 1998/}939£f33 | %.

h.§REPELITA, adalah Rencana Pembangunan Lima Ta%un :

i. Wilayah, adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat

EII Pacitan ;

C o —————— i A e

Pasal 2

(1) Dehgan Peraturan Daerah 1n1,.iditetabkan époTa
-’ .Dasar Pembangunan'_Daerah Tahqn q199§/1995 -

1998/1998 ; E T P

(2):Po1a Dasar Pembangunan Daerah dimaksud !ﬁada
H . 1

1 . ) . '._ . - .;-

_ '% ayat .(1) pasal ini disusun- dengan sistematika
¢ sebagai berikut : _ "_': .‘ é.
! BAB I  : Pendahuluan

PSR SE

; BAB II : Pembangunan Daerah

BAB III :wpembangunaﬁ Jangka Panjahgerdua Qaerah'

i BAB v o: Pembangunan Lima Tahun Kegnam Daerah
.? BAB V ;3P31aksanaan ' '":'. iiﬁ-¥?~.. ' %37
1 BAB VI : -Penutup - . o
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) Pasal 3

(1) Pola Dasar - Pembahgunan Daerah - dimaksud ;padé

:PasaT 2 Peratufan Daerah 1n1_:adé1ahlibénjaﬁaran

'idari Garjs - Géris Besar Hafuan Negara dan ?Po1a
:Dasar Pembahguhah:Déerah Probihsivnéérah Tiggkat
I Jawa Timur tahun 1394/1985 =~  1998/1999 déhgan

imemperhatikén- sepenuhnya_ pbténéi;l'kbndisii dan:

prioritas daerah, yang sekaligus merupakan Garis-
D . | B
Garis Besar - Kebijaksanaan serta ~ strategi.
S o I ” S b
. Pembangunan Daerah tanpa membadakan sumber

pembiayaan ; o L 1l - :

(2)%Hater1. beserta uraian sécaré riﬁpi-_Po1a D%sar.
EPembanguhan_ Daerah 1h1,‘d{muat-'da1ah «Lampﬁrén

Zyang metupakan bagian tidak tefpisahkan hari

EPératufan.DééraH_inf. |

-+

Pasal 4

A T e ] A 2 -

'Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan Pola Dasar
Pembangunan Daerah, menyusun'dah-menetapkan REPELITA
: ' . .' . ) i
VI -:Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah

inii
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Pasal 5 S ?
t

. Peraturan Daerah ini mulai ber1aku“pada_ tanéga1

‘ ¥

diundangkan. J . o
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‘Agar a setiap - orang mengetahui, . memerintahkan
. : . . H
pengundangan. = Peraturan Daerah dni dengan
1 . . i

menempatkannya dalam Lembaran Daerah ;Kabuéaten

Daerah Tingkat II Pacitan. P
s - - |
!
.
. i
B . ' : ’ v ;
Lo . - Pacitan, 31 Januari 1994

BUPATI KEPALA DAERAH
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. PENJELASAN
o ATAS :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I PACITAN
| NOMOR 1 TAHUN 1994 :

, :  TENTANG .

. POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH . - -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN . -
TAHUN 1994/1995 - 1998/1999. -~ -

e e e . T o g o e e e

PENJELASAN UMUM

Ay o Y,

" Naskah Peréturan Daéréh ini terdifi dari.'zxibagian, yaitu

‘ i
bag1an yang merupakan Pasa1 pasa1 Peraturan Daerah dan bag1an

. yang memuat mater1 Pola Dasar -Pembangunan Daerah fyang
: : y £ ,

. merupakan 1amp1ran dari Peraturén Daerah. -Po1a dasar

Pembangunan. Daerah Kabupaten Daerah Tihékat LIT Paéitan

disusun ber1andaskan Ketetapan Maje11s Permusyawaratan Rakyat
: £

_ Repub11k Indones1a Nomor : II/MPR/1993 tentang Gar1s*Gar1s

!

' Besar - Ha1uan Negara serta Peraturan Daerah Prop1ns1 Daerah

Tingkat I Jawa T1mur Nomor 3 tahun 1993 tentang Po1a Dasar

. b
Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa T1mur Tahun
' : ‘ _ _ . i :
1994/1995 } 1998/1993 dengan  memperhatikan sepenu%nya
potensi, kond1s1 dan prioritas Daerah B o ]

Pola Dasar Pembangunan Daerah d1buat dengan maksud' uhtuk

F]
1]
i-

dijadikan Pedoman dan Landasan "bagi Penyusunan Program-
- i

' Program Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1994/1995 sampa1

“dengan -tahun o 1998/1999 yang d1sebut ‘ dengan Rencana

Pembangunan L1ma Tahun ( REPELITA ) Keenam Daerah PaC1tan.

.t

Sebutan ,Po]a Dasar Pembangunan Daerah d1da1am Peraturan

, . ; _ - - . e
Daerah ini mgngacu'pada ketentuan pasal 5 Keputusan  Presiden

. .
. ' '

et L PR

. |

e
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- Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan :Perencahaan

. . * co i -

Pembangunan Daerah,. yang - menyatakan_ bahwa . untuk .
) i

menyeIenggarakan fungs1nya BAPPEDA mempunya1 “tugas antara

“lain menyusun P01a Dasar Pembangunan Daerah- dah Rencana'

P

"iPembangunan L1ma Tahun Daerah yang da1am garis besarnya'

memuat tUJuan, susunan pr1or1tas dan strateg1 pembangunan

Pembangunang Daerah_ada1ah pembangunan yang 'd11aksanakaq- di
Daerah:yang_mencakup ruang lingkup sektoral dan regional ,yang

-

E

saling menunjang dan ‘méIengkapﬁ- serta dimanfaatkan oleh

masyarakat di Daerah, ;
4

f.Pembangunan; Daerah ﬂ T1ngkat II Pac1tan da1am hubungani_ihi

- meliputi semua keg1atan pembangunan' yang d1seIenggarakan

~tanpa mempérsoaIkan sumber pemb1ayaannya. Pola Dasar
SR . - o : -

Pembangunan . Daerah Tahun 1994/1995 - 1998/1999 -~ ind

_mencerminkan* 'aspirasi' 'rakyat 3 di; E da1am mendukung-

pembangunan,‘karena 1tu watak dan warna yang d1m111k1 sesuai
dengan . Pembangunan Jawa T1mur. T S0

Mengena1 faktor yang mempengaruh{ tingkat keberhas11an,'.

"

didalam P01a Dasar - ini d1gambarkan sebaga1 c1r1 ciri khusus

l

daerah _-yang member1kan pengaruh_dan per1u d1perh1tungkan

di dalam Perencanaan pembangunan.

-'Penétaban:.PQIa"DaSaf Pembanguhan Daerah-_dengan Pera

tiran
‘Daerah ‘ini lain akahlmembawéjkonéekdensi_sebagai becikut
1., Aparat bémerintﬁh di Daerah bérkewajibah menjadikan - Pola

st v R R S TR o m‘v.ﬁm«-;\

Dasar. Pembangunan Daerah sebagai dasar koordinasi, da1am

perencanaan dan pelaksanaan - program-program Pembangunan

. . . A X R . L1 .

_ o o _ o o o $ .
H

ljDaerah.

gt A o

A



: : ' ; ' |
2. Mengikat ' rakyat dan masyarakat untuk secara . bersamajsama

-berpartiéipasi dalam pelaksanaan Pembangunan_DaeraH. ;
3. Apabila " Garis-garis Besar Haluan Negara.; meruﬁakan
pernyataan dan Keputusan Politik yang telah meﬁjadi

KetetapaniNasiona1, maka Pola Dasar Pembangunan Déeraﬁ ini

berfungsi . juga sebagai Pernyataan dan Keputusan Po1}tik

'-sebagai kristalisasi kehendak dari Pemeqin;ah‘dan' Rakyat
_ : : - ) {

-Pacitan :tentang dasar—dasar Pembangunan, yang akan

'di1aksanakan dalam PELITA Keenam Daerah_Pacitan._

IT. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

. Pasal 1 dan 2 : cukup jelas;’

e R T ¢ Y S ——

Pasal 3 i : Sistimatika sebagaimana-terééﬁut dglém' pésa1
| : 2 ayat.( g ) Psraturan Daeaféh ini;ldiuraikan

lebih lanjut sadara rinci dalam Lampiran
Peraturan _Daerah yang merupakéh ﬁenjabﬁrah
" lebih konkrit dari-Garis-Garis Besér ‘Hafuan 

Negara dengan-memperhat{kan ﬁotensi,'_konQisi

' L

"dan prioritas daerah Pacitanf

_Pasal 4 dan S : cukup Jjelas.
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